Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu
membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut
Litbang adalah fungsi penunjang pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan
pengembangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang



Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang merupakan unsur penunjang urusan
‘pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang
penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan dan di bidang penelitian dan

pengembangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;



pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
perencanaan pembangunaan dan statistik daerah;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang ekonomi;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber
daya manusia,;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang prasarana dan
pengembangan wilayah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi,
statistik, pengendalian dan pemantauan
pembangunan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan,;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :



3.

. Subbidang Pembangunan Infrastruktur

Konektivitas; dan

. Subbidang Pembangunan, Keciptakaryaan dan

Sumber Daya Air; dan
Subbidang Pengembangan Wilayah.

. Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan

Pengendalian Pembangunan, membawahkan :

1.

Subbidang Pengkajian Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan; dan

Subbidang Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan; dan

Subbidang Data dan Transparansi

Perencanaan.

. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

membawahkan :

.

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam;
dan

Subbidang Pengembangan Pariwisata dan
Lingkungan Hidup; dan

Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan

Kemaritiman.

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan,

membawahkan :

1.

2.
3.

Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber
Daya Manusia;
Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan

Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

. Bidang Penelitian dan Pengembangan,

membawahkan :

1.
2.
3.

Subbidang Dokumentasi dan Publikasi;
Subbidang Penelitian Sumber Daya; dan

Subbidang Pengembangan Teknologi.

. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6
(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang Keuangan.
(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang keuangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

menyelenggarakan fungsi :



perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina
administrasi keuangan;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Perbendaharaan dan
Kas Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Akuntansi;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Aset;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 9
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi
Keuangan, membawahkan :
1. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
dan Pembiayaan;
2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan

3. Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.



(1)

(2)

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,
membawahkan :
1. Subbidang Pengelolaan Kas;
2. Subbidang Perbendaharaan; dan
3. Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan
Belanja.
e. Bidang Akutansi dan Aset, membawahkan :
1. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
2. Subbidang Pelaporan; dan
3. Subbidang Penatausahaan Aset.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran !l yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2

Tugas

Pasal 11

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan

dan pengawasan pendapatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah mempunyai fungsi :

a.

= oo

perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
daerah sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang pajak daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian  kebijakan  teknis retribusi dan
pendapatan lain-lain;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian  kebijakan  teknis  pengembangan
pendapatan dan dana perimbangan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan,;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10



(1)

(1)

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah, terdiri atas :

a.
b.

€.

f.

Kepala Badan.

Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

1. Subbidang Potensi dan Analisis Pajak;

2. Subbidang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak
Daerah; dan

3. Subbidang Bagi Hasil Pajak Daerah.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain,

membawahkan :

1. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah;

2. Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan

3. Subbidang Analisa Pendapatan Asli Daerah.

Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian vyang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan di  bidang

Kepegawaian.

11



(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 15
Badan Kepegawaian  Daerah  mempunyai  tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian.
Paragraf 3

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian
daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
kepegawaian daerah;

¢c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang mutasi;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pengembangan dan
pembinaan pegawai,

e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan
informasi;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12



Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai,
membawahkan :
1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
2. Subbidang Mutasi Pegawai; dan
3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai,
membawahkan :
1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin
Pegawai; dan
3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi
Pegawai.
e. Unit Pelaksana Teknis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 18
(1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di

bidang Pendidikan dan Pelatihan.
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(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pengembangan sumber daya manusia provinsi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di
lingkungan pemerintahan provinsi dan
kabupaten /kota;

c. penyvelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

d. pemantauan, evaluasi dan  pelaporan  atas
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;

e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi;

f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

14



(1)

(2)

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia terdiri atas :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis,
membawahkan :

1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum
dan Pilihan Jabatan Admnistrasi;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan Administrasi; dan

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan  Administrasi = Perangkat  Daerah
Penunjang.

d. Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional,
membawahkan :

1. Subbidang Sertifikasi, Kelembagaan dan
Kerjasama;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan; dan

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB 111
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat
atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Fungsional pada Badan Daerah diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1V
JABATAN PADA BADAN DAERAH

Pasal 23
(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon lla atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan
jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Daerah
berkoordinasi dengan :
a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara;

16



b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota;
c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Badan
Daerah baik nasional maupun internasional, dan
d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di

dalam dan di luar Badan Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Daerah

harus menyusun :

a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan
Badan Daerah; dan

b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja,
dan wuraian tugas terhadap seluruh jabatan di

lingkungan Badan Daerah.

Pasal 26
Setiap unit kerja membantu Kepala Badan Daerah dalam

melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan

fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan
internal dan eksternal Badan Daerah;

b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan

c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 28
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

pelaksanaan tugas bawahan.
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Pasal 29
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 31

Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan
pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja dengan Badan Daerah;
dan

b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai
bahan penyusunan laporan Ilebih lanjut untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.
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(1)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat
disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari
perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau
kembali dan  disesuaikan dengan = Peraturan
Perundang-undangan.
Penjabaran Tugas dan fungsi jabatan struktural diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Gubernur ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh

Gubernur

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.
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Pasal 35
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
IRIANTO LAMBRIE
Pre.H-BabpumMst  SEKLETALIS pacLAK @
! . ACISTEN PEMERLINTA HAN
DA 20NUD0IN iz Msi o S
. PLt-Kepalp tinp
TAUEK HOAYRLETRMD o bonsamsast X

ARMAN JaUWALLSH  kABAG HUKUM A HAM a'
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Pasal 35
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd
IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22

. AunsteiN PEMERWNTAWAY
IS ZANUDPDINHZ M 51 DA wosea

P EEPAWA B\EO &
TAUHK WDAYAT,STP.MST  wykum 3 oreANICAC) X

ARMAN JAURAM St V<R BAE HUkUM Aiav ﬂ
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG (TIPE A)

KEPALA
SEKRETARIAT m
| ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN wﬁw\_w%mﬁwwm
PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | 1 [ I
BIDANG PRASARANA BIDANG PENGKAJIAN BIDANG BIDANG BIDANG
KELOMPOK JABATAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAERAH PEREKONOMIAN DAN SOSIAL, BUDAYA DAN PENELITIAN DAN
FUNGSIONAL WILAYAH DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
S | MR ] S, |
|
SUBBIDANG | SUBBIDANG BN SUBBIDANG
— PEMBANGUANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN 1 PENGEMBANGAN BUDAYA — DOKUMENTASI DAN
INFRASTRUKTUR 1 PENGKAJIAN PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA PUBLIKASI
KONEKTIVITAS DAN PENGANGGARAN MANUSIA
PEMBANGUNAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
SUBBIDANG PEMBANGUNAN, L PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN | | PENELITIAN SUMBER
—]  KECIFTAKARYAAN DAN SUBBIDANG MONITORING, PARIWISATA DAN APARATUR DAYA
SUMBER DAYA AIR = PENGENDALIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
EVALUASI PEMBANGUNAN
SUBBIDANG _.I. SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG | KESEJAHTERAAN PENGEMBANGAN
L|  PENGEMBANGAN W SUBBIDANG DATA L|  PENGEMBANGAN el TEKNOLOGI
WILAYAH DAN TRANSPARANSI EKONOMI KREATIF DAN
PERENCANAAN KEMARITIMAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ocs. B GAORUAN, WG ColrgAnets ese_.sr

Drs Zomuddin .G MM*.M&W?&.?#:{
Ak £
Tuple Wayet 7006 b SO0 i A H

pUMAD JeurmRsn A o %

IRIANTO LAMBRIE



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(TIPE B)

DES. M -LAORUN, M.ST
DIS.2ZAINUDDIN HZ DS

TAMUEN WIDAYAT, CTO. M.

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA
SEKRETARIAT
l
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | 1
BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN DAN BINA PERBENDAHARAAN DAN T R AL
KELOMPOK JABATAN ADMINISTRASI KEUANGAN KAS DAERAH ; :
FUNGSIONAL
" i ] 1]
SUBBIDANG ANGGARAN § SUBBIDANG
|| BELANJA TIDAK LANGSUNG o Ezmﬂww_wpﬂoﬁ < L1 AKUNTANSI PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN DAN BELANJA
E T i L | SUBBIDANG ] SUBBIDANG
S aSUNG PERBENDAHARAAN PELAPORAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
L | BINA ADMNISTRASI | PENATAUSAHAAN | PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN BELANJA ASET
UPT GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
SEKRETAMS DAERAH %
ASASTEN oma:mfz;xpglw
DA EEsA
Plk-KEPALA tino K 2
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LAMPIRAN IIT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22TAHUN 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TENTANG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
(TIPE B)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA
SEKRETARIAT
1
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| 1
BIDANG
on ;mwo%%%@z RETRIBUSI DAN
KELOMPOK JABATAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
FUNGSIONAL
R ]
SUBBIDANG SUBBIDANG

—] POTENSI DAN — PENGELOLAAN

ANALISIS PAJAK RETRIBUS! DAERAH

SUBBIDANG mcwWHU}.ZQ
] PENGELOLAAN DAN —— PENDAPATAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH LAIN-LAIN
SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISA
- BAGI HASIL PAJAK L PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAERAH
: GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
Drs-H.8ADLUN .M. O CekpEtARLS DACLAYH ® UPT
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BAGAN STRUKTUR QRGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (TIPE C)

LAMPIRAN 1V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT

KEPALA
[
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
| |
BIDANG PERENCANAAN BIDANG
DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN
KELOMPOK JABATAN PEGAWAI INFORMASI PEGAWALI
FUNGSIONAL I I
SUBBIDANG SUBBIDANG PENINGKATAN
B PENGADAAN DAN 7| KESEJAHTERAAN PEGAWAL
PENSIUN PEGAWAI
[ summomo [sommpane o
MUTASI PEGAWAI ]
SUBBIDANG SUBBIDANG
Ll PENGEMBANGAN | DOKUMENTASI DAN
KARIR PEGAWAI INFORMAS! PEGAWAT
Urs.B.Qaopury, W Selwrdlacs Doeihn % UPT
. RSN _ﬁg%rss
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PN Tttt 0 SR g g QN

SUBBAGIAN
UMUM DAN
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



BAGAN STRUKTUR QRGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(TIPE C)

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Ot BAPIUN, W. G Clurelmes Doesshn %

[
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
| I
BIDANG SERTIFIKASI,
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KELOMPOK JABATAN KONMPERENSI TEKNLS FUNGSIONAL
FUNGSIONAL T
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JABATAN ADMINISTRAS) KELEMBAGAAN, DAN
KERJASAMA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN
— KOMPETENSI INTI JABATAN SUBBIDANG
ADMINISTRASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEFEMIMPINAN
SUBBIDANG PENGEMBANGAN
e KOMPETENSI INTL JABATAN SUBBIDANG
ADMINISTRASI PERANGKAT —1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DAERAH PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(TIPE C)

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA

SEKRETARIAT

|
_ |

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

AT |

SUBBIDANG PENGEMBANGAN
—| KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN
JABATAN ADMINISTRAS!

SUBBIDANG PENGEMBANGAN
= KOMPETENS] INTT JABATAN
ADMINISTRAST

SUBBIDANG PENGEMBANGAN

Diundangkan di Tanjung Selor =
pada tanggal 28 November 2016

STRASI PERANGIAT
DAERAH PENUNJANG

SEKRETARIS DAERAH PROVMNSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22

BIDANG SERTIFIKASL,
KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL DAN
FUNGSIONAL

1

SUBBIDANG SERTIFIKASI,
—1 KELEMBAGAAN, DAN
KERJASAMA

SUBBIDANG
— PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

SUBBIDANG
—{ PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSTONAL

IRIANTO LAMBRIE

UPT

. ASISTEN PEMIRRLAN TARAN
PIS.ZANMUDDINW 2, M ) PAN KESRA

5 . Plk. Kegaln B0 £ B
- &Yp. M8 ‘
TAUFIk WPRy AT.ETP WUKUM A D RSPNBAS) v

ALMAN JRAURALL, SR t=ARAE Wukumy HAM %



Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu
membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5362);




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut
Litbang adalah fungsi penunjang pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan
pengembangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.
BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang



Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang
penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan dan di bidang penelitian dan

pengembangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;



(1)

pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
perencanaan pembangunaan dan statistik daerah;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang ekonomi;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber
daya manusia;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang sosial budaya;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang prasarana dan
pengembangan wilayah,;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Pengkajian Potensi,
statistik, pengendalian dan pemantauan
pembangunan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan,;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :



3

Subbidang Pembangunan Infrastruktur

Konektivitas; dan

. Subbidang Pembangunan, Keciptakaryaan dan

Sumber Daya Air; dan
Subbidang Pengembangan Wilayah.

. Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan

Pengendalian Pembangunan, membawahkan :

1.

Subbidang Pengkajian Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan; dan

Subbidang Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan; dan

Subbidang Data dan Transparansi

Perencanaan.

. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

membawahkan :

1.

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam;
dan

Subbidang Pengembangan Pariwisata dan
Lingkungan Hidup; dan

Subbidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan

Kemaritiman.

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan,

membawahkan

1.

2.
3.

Subbidang Pengembangan Budaya dan Sumber
Daya Manusia;
Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan

Subbidang Kesejahteraan Rakyat.

. Bidang Penelitian dan Pengembangan,

membawahkan :

1.
2.
3.

Subbidang Dokumentasi dan Publikasi;
Subbidang Penelitian Sumber Daya; dan

Subbidang Pengembangan Teknologi.

. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6
(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang Keuangan.
(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 7
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang keuangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

menyelenggarakan fungsi :



perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang anggaran dan bina
administrasi keuangan;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Perbendaharaan dan
Kas Daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Akuntansi;
perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang Aset;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 9
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi
Keuangan, membawahkan :
1. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
dan Pembiayaan;
2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan

3. Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.



d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,
membawahkan :
1. Subbidang Pengelolaan Kas;
2. Subbidang Perbendaharaan; dan
3. Subbidang Penatausahaan Pelaksanaan
Belanja.
e. Bidang Akutansi dan Aset, membawahkan :
1. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
2. Subbidang Pelaporan; dan
3. Subbidang Penatausahaan Aset.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10
(1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
(2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan

lain-lain, dana perimbangan, perencanaan, pembinaan

dan pengawasan pendapatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah mempunyai fungsi :

a.

5@ o

perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
daerah sesuai dengan rencana strategis vang
ditetapkan Pemerintah Daerah;

perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang pajak daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian  kebijakan teknis retribusi dan
pendapatan lain-lain;

perumusan, perencanaan, pembinaan dan
pengendalian  kebijakan  teknis pengembangan
pendapatan dan dana perimbangan;

penyelenggaraan urusan kesekretariatan,;
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
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Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah, terdiri atas :

a.
b.

m ™o

Kepala Badan.

Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pajak Daerah, membawahkan :

1. Subbidang Potensi dan Analisis Pajak;

2. Subbidang Pengelolaan dan Pemungutan Pajak
Daerah; dan

3. Subbidang Bagi Hasil Pajak Daerah.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain,

membawahkan :

1. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah;

2. Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan

3. Subbidang Analisa Pendapatan Asli Daerah.

Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok Jabatan Fungsional.

truktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

(1} Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan di  bidang

Kepegawaian.
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(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 15
Badan  Kepegawaian  Daerah  mempunyai  tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian.
Paragraf 3

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian
daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan
dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
kepegawaian daerah;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang mutasi,

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang pengembangan dan
pembinaan pegawai;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan
pengendalian teknis di bidang dokumentasi dan
informasi;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan,

i.  pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

12



(1)

(2)

(1)

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 17
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai,
membawahkan :
1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun Pegawali;
2. Subbidang Mutasi Pegawai; dan
3. Subbidang Pengembangan Karir Pegawai.
d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai,
membawahkan :
1. Subbidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
2. Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin
Pegawai; dan
3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi
Pegawali.
e. Unit Pelaksana Teknis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 18
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di

bidang Pendidikan dan Pelatihan.
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(2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pengembangan sumber daya manusia provinsi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di
lingkungan pemerintahan provinsi dan
kabupaten /kota;

c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

d. pemantauan, evaluasi dan  pelaporan  atas
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;

e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi;

f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubernur

sesual dengan bidang tugas dan fungsinva.
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(1)

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia terdiri atas :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis,
membawahkan :

1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum
dan Pilihan Jabatan Admnistrasi;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan Administrasi; dan

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti
Jabatan  Administrasi = Perangkat  Daerah
Penunjang.

d. Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional,
membawahkan :

1. Subbidang Sertifikasi, Kelembagaan dan
Kerjasama;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan; dan

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional.

e. Unit Pelaksana Teknis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB III
KEPEGAWAIJAN

Pasal 22

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan dengan
Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat
atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Fungsional pada Badan Daerah diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JABATAN PADA BADAN DAERAH

Pasal 23
(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon [la atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan
jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan

jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Daerah
berkoordinasi dengan :
a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara;

16



b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c. lembaga/organisasi yang terkait dengan Badan
Daerah baik nasional maupun internasional, dan
d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di

dalam dan di luar Badan Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Daerah

harus menyusun :

a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan
Badan Daerah; dan

b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja,
dan wuraian tugas terhadap seluruh jabatan di

lingkungan Badan Daerah.

Pasal 26
Setiap unit kerja membantu Kepala Badan Daerah dalam

melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan

fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan
internal dan eksternal Badan Daerah;

b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan

c. melaporkan kegiatan vang menjadi tanggung

jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 28
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

pelaksanaan tugas bawahan.
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Pasal 29
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk, bhertanggung jawab kepada atasannya dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 31

Kepala Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan
pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja dengan Badan Daerah;
dan

b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk

memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32
Segala biava yang diperlukan akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.
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(1)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat
disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
Apabila terjadi perubahan Nomenkiatur terhadap
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari
perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
vang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau
kembali dan  disesuaikan dengan  Peraturan
Perundang-undangan.
Penjabaran Tugas dan fungsi jabatan struktural diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Gubernur ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh

Gubernur

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelantikan pejabat struktural.
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Pasal 35
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 NOvember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRTANTO LAMBRIE
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Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal ;3 November 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 22
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Pasal 35
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 28 Niovember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN LITBANG (TIPE A)

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA
SEKRETARIAT
| ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN Mr&wcmmﬁwmw
PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| | | | ]
BIDANG PRASARANA BIDANG PENGKAJIAN BIDANG BIDANG BIDANG
DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAERAH PEREKONOMIAN DAN SOSIAL, BUDAYA DAN PENELITIAN DAN
WILAYAH DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN
PEMBANGLINAN I
——— ) )
|
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
- PEMBANGUANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN 1 PENGEMBANGAN BUDAYA — DOKUMENTASI DAN
INFRASTRUKTUR | PENGKAJIAN PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA PUBLIKASI
KONEKTIVITAS DAN PENGANGGARAN MANLISIA
PEMBANGUNAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG ;
SUBBIDANG PEMBANGUNAN, | | PENGEMBANGAN | PEMERINTAHAN DAN | | PENELITIAN SUMBER
o (REGIPTARARYAAN IDAN SUBBIDANG MONITORING, PARIWISATA DAN Zw ARATUR DAYA
SUMBER DAYA AIR = PENGENDALIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP .
EVALUASI PEMBANGUNAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG 7! SUBBIDANG == > — PENGEMBANGAN
% - KESEJAHTERAAN
— PENGEMBANGAN SUBBIDANG DATA _ PENGEMBANGAN RAKYAT TEKNOLOGI
WILAYAH —| DAN TRANSPARANSI EKONOMI KREATIF DAN

PERENCANAAN

KEMARITIMAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(TIPE B)

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA
SEKRETARIAT
|
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ _ |
BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN DAN BINA PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI DAN ASET
ADMINISTRASI KEUANGAN KAS DAERAH > : ’
] e ] ||
SUBBIDANG ANGGARAN , SUBBIDANG
|| BELANJA TIDAK LANGSUNG | wmzw%wﬁwﬂoﬁm L1 AKUNTANSI PENDAPATAN
DAN PEMBIAYAAN . DAN BELANJA
SR oo N i SUBBIDANG 8 SUBBIDANG
LANGSUNG PERBENDAHARAAN PELAPORAN
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
—. BINA ADMNISTRASI -— PENATAUSAHAAN — PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH PELAKSANAAN BELANJA ASET
UPT GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
2

IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TENTANG
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
(TIPE B)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA
SEKRETARIAT
|
| l
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
L 1
BIDANG
vbcw_mUW”M?I RETRIBUSI DAN
RELOMBOIS) ABAEAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
FUNGSIONAL
I ]
SUBBIDANG SUBBIDANG

— POTENSI DAN — PENGELOLAAN

ANALISIS PAJAK RETRIBUSI DAERAH

SUBBIDANG SUBBIDANG
— PENGELOLAAN DAN — PENDAPATAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH LAIN-LAIN
SUBBIDANG SUBBIDANG ANALISA
— BAGI HASIL PAJAK 1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAERAH
UPT GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

—

3 ! IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN [V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

BAGAN STRUKTUR QRGANISASI TENTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (TIPE C) ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA
SEKRETARIAT
|
| |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
| ]
BIDANG PERENCANAAN BIDANG
DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN
KELOMPOK JABATAN PEGAWAL INFORMASI PEGAWAI
FUNGSIONAL I I
wcmwa\yzo SUBBIDANG PENINGKATAN
B SENEAD A D | KESEJAHTERAAN PEGAWAL
PENSIUN PEGAWAI
| sumsoave L, ssmmiemog
MUTASI PEGAWAI PEGAWAI
SUBBIDANG SUBBIDANG
. PENGEMBANGAN — DOKUMENTASI DAN
KARIR PEGAWAI INFORMAS! PEGAWAL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
UPT

IRIANTO LAMBRIE



BAGAN STRUKTUR QRGANISASI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(TIPE C)

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA
SEKRETARIAT
|
| ]
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
1 1
. BIDANG SERTIFIKASI,
BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN
KOMPETENS! MANAJERIAL DAN
KELOMPOK JABATAN [SPMPBRERNST ITBNIS § FUNGSIONAL
FUNGSIONAL _

SUBBIDANG PENGEMBANGAN

—1 KOMPETENS! /MUM DAN PILIHAN SUBEBIDANG SERTIFIKASI,

JABATAN ADMINISTRAS] - KELEMBAGAAN, DAN
KERJASAMA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN
= KOMPETENSI INTI JABATAN SURBBIDANG
ADMINISTRASL L— PENGEMBANGAN KOMPETENSI QCWHWZCW §r~§>z.ﬁ>z GH>W>.
KEPEMIMPINAN
SUBBIDANG FENGEMBANGAN
—n KOMPETENSI INTI JABATAN SUBBIDANG
PERANGRAT ] PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DAERAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL
IRIANTO LAMBRIE
UPT




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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